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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Bab IV maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan dalam hak dan 

kekuasaan untuk bertindak, atau juga pemerintah yang menjadi tugas 

untuk merealisasikan keberadaan Perundang-Undangan agar masyarakat 

bisa mengetahui dan dapat mewujudkannya. Namun terkadang hal ini 

tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat untuk mengetahuinya. Banyaknya kepemilikan 

tanah yang melebihi dari batas yang ditentukan oleh Perudang-Undangan 

dan banyaknya kepemilikan tanah secara absentee menjadi bukti bahwa 

peraturan tersebut belum diimplementasikan dengan baik . 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala impelementasi Undang-Undang 

Nomor 56 Prpr Tahun 1960 tentang landreform terhadap larangan 

kepemilikan tanah absentee dapat dijabarkan sebagai berikut ; 

a. Kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang. 

b. Aspek budaya yang berkaitan dengan penyebab terjadinya 

kepemilikan tanah absentee adalah adanya pewarisan. 

c. Faktor ekonomi dengan sistem sewa menyewa tanah pertanian. 

d. Kantor Pertanahan tidak mempunyai sistem untuk menguasai atau 

memantau apakah satu keluarga telah memiliki tanah sesuai peraturan 
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dan masyarakat sendirilah yang tidak mendaftarkan tanahnya ke pihak 

Badan Pertanahan Nasional. 

e. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tidak mempunyai data yang akurat 

tentang adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee tersebut, 

yaitu tidak adanya laporan-laporan yang bersifat membantu dalam 

menanggulangi terjadinya pemilikan/penguasaan tanah absentee dari 

aparat tingkat kelurahan/desa dan kecamatan. 

f. Sosisalisasi yang tidak efektif, tanpa adanya sosialisasi maka peraturan 

tidak akan diketahui oleh masyarakat. 

g. Tidak diterapkannya sanksi yang tegas, belum pernah ada sanksi 

pidana tersebut begitu juga dengan tindakan nyata dari pemerintah 

untuk mengambil alih tanah absentee untuk dikuasai oleh negara yang 

kemudian diberikan ganti kerugian. 

B. Saran  

Berdasarakan simpulan yang telah disebutkan sebelumnya maka disarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo harus menggunakan hak 

dan wewenang mereka untuk bisa mengimplementasikan peraturan 

Perundang-Undangan ini agar berjalan dengan baik. 

2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo harus lebih giat lagi 

dalam melakukan sosialisasi agar masyakat dapat mengetahui peraturan ini 

selain itu harus memiliki data yang lengkap untuk dapat mendeteksi berapa 

luas tanah yang dimiliki oleh suatu keluarga dan kepemilikan tanah absentee, 
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untuk mendapatkan data pertanahan yang kuat maka perlu adanya kerjasama 

antar Kantor Pertanahan dengan instansi terdekat masyakat yakni kecamatan 

dan kelurahan.  

3. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Aparat Kantor Pertanahan 

Terhadap tanah-tanah yang sudah diretribusikan ataupun belum dalam 

penguasaan dan pemilikan terhadap tanah-tanah pertanian agar lebih 

ditingkatkan lagi.   
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